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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ieztete]

BUPATI CILACAP,

. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan
pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi
Tempat Pelelangan dimana salah satunya berupa Retribusi Tempat
Pelelangan lkan;

. bahwa untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan lkan,

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberlakukan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi
Tempat Pelelangan lkan;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, maka Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan
adalah merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun
2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan dipandang perlu
untuk ditinjau kembali dan disesuaikan ;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Cilacap Nomor 2

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Cilacap Tahun 1988 Nomor 6,
Seri D Nomor 3) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah;

1.

2. Bupati
3.

adalah Bupati Cilacap;

Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Cilacap;



4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Cilacap;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah;

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk usaha lainnya ;

7. Retibusi Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan lkan
beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

8. Tempat Pelelangan l|kan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan
lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk dalam pengertian tempat
pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk
dipakai sebagai tempat pelelangan ;

9. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil
tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

10.Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

11.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Waijib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran Retribusi;

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dibayar;

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar

14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak
seharusnya terutang ;

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
daerah yang telah ditetapkan ;

17.Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus
dibayar oleh waijib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran ,
kelebihan pembayaran , maupun sanksi administrasi ;

18.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi
oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat
tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan
batas waktu yang telah ditentukan ;

19.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah
yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai jumlah
retribusi yang terutang.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan lkan adalah untuk memperlancar
pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan
taraf hidup Nelayan dan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah.

BAB Il
PELELANGAN IKAN

Pasal 3
Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan |kan dengan segala
perlengkapannya dan dalam penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati
dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4
(1) Semua hasil penangkapan ikan dari laut yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk
bagi nelayan dan keluarganya, waijib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan lkan.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Bupati.

Pasal 5

(1) Peserta pelelangan adalah bakul/pedagang ikan yang telah terdaftar di TPl dan
memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang diterbitkan oleh Bupati atau Dinas
yang ditunjuk.

(2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai

(3) Bakul/pedagang ikan  sebelum mengikuti kegiatan lelang wajib menyerahkan
uang/deposit minimal 75 % (Tujuh puluh lima per seratus) dari perkiraan nilai lelang
sebagai jaminan

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan lkan dipungut Retribusi atas pemakaian
tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa
tempat pelelangan ikan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah Golongan
Retribusi Jasa Usaha



BAB VI
PENGHITUNGAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
penggunaan fasilitas yang disediakan olen Tempat Pelelangan lkan (TPIl) kepada
Nelayan/bakul

Pasal 11

(1) Setiap pemakaian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah ini, dikenakan Retribusi Tempat Pelelangan lkan sebesar 1,1 % (satu koma
satu per seratus) dari nilai lelang.

(2) Retribusi sebesar 1,1 % (satu koma satu per seratus) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada nelayan sebesar 0,60 % (nol koma enam puluh
per seratus) dan bakul/pedagang ikan sebesar 0,50 % (Nol koma lima puluh per
seratus).

BAB VIl
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 13
(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini,
dipungut oleh waijib pungut ditempat Obyek Retribusi.
(2) Waijib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Cilacap.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan.
(2) Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 15
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16
(1) Retribusi ditetapkan berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan SKRD secara
jabatan.



